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Memasuki triwulan kedua 2020, 
APBN menghadapi tantangan berat 
dengan merebaknya pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
memaksa pemerintah menghitung 
ulang berbagai prioritas dan kebijakan, 
terutama pada sisi kebijakan belanja 
negara. Alokasi belanja kesehatan 
yang pada APBN tahun 2020 
dianggarkan sebesar Rp132,2 triliun 
dipastikan tidak proporsional untuk 
menahan kecepatan penyebaran 
pandemi ini. Dampak pandemi ini 
tidak hanya menyebabkan banyaknya 
korban, namun dampaknya juga 
sangat dirasakan oleh masyarakat 
dan dunia usaha. Berbagai himbauan 
untuk menekan penyebarannya 
juga sangat memukul perekonomian 
domestik.

Untuk mengurangi dampak dari 
pandemi ini, pemerintah mengeluarkan 
anggaran sebesar Rp405 triliun. 
Sebesar Rp75 triliun anggaran ini 
akan digunakan utk sektor kesehatan, 
Rp110 triliun untuk jaring pengaman 
sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif 
pajak bagi industri, dan Rp150 triliun 
untuk program pemulihan ekonomi 
nasional termasuk restrukturisasi kredit 
dan penjaminan serta pembiayaan 
untuk UMKM dan dunia usaha

Anggaran untuk menanggulangi 
pandemi Covid-19 dan dampaknya 

bagi masyarakat dan dunia usaha, 
dipastikan akan memperlebar defisit 
APBN hingga mencapai 5 persen 
dari PDB. Untuk itu pemerintah 
mengeluarkan PERPU No. 1/2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/
atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini 
memuat berbagai kebijakan keuangan 
negara meliputi kebijakan pendapatan 
negara termasuk kebijakan di bidang 
perpajakan, kebijakan belanja 
negara termasuk kebijakan di bidang 
keuangan daerah, dan kebijakan 
pembiayaan. Berkenaan dengan 
batasan defisit APBN, melalui Perpu 
ini, pemerintah menetapkan batasan 
defisit hingga melampaui 3 persen 
dari PDB selama masa penanganan 
COVID-19 dan/atau untuk menghadapi 
ancaman yang membahayakan 
perekonomian nasional dan/atau 
stabilitas sistem keuangan paling lama 
sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran 2022. 

Untuk mengurangi dampak 
pandemi, pemerintah 

mengeluarkan anggaran 
sebesar Rp405 triliun. 
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Perpres No.
54 Tahun 2020 

Menindaklanjuti PERPU 
No. 1/2020, pemerintah 
juga mengeluarkan 
Peraturan Presiden 
No. 54/2020 tentang 
Perubahan Postur 
Dan Rincian Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 
2020.

Untuk melaksanakan 
kebijakan dan langkah-
langkah yang diperlukan 
dalam rangka penanganan 
pandemi Corona 
Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau 
menghadapi ancaman 
yang membahayakan 
perekonomian nasional 
dan/atau stabilitas sistem 
keuangan, dilakukan 
perubahan terhadap Postur 
dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 
2020. Peraturan ini sekaligus 
mencabut Peraturan 
Presiden Nomor 78 Tahun 
2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020. 

Peraturan ini memuat 
tentang perubahan a) 
Anggaran Pendapatan 
Negara; b) Anggaran 
Belanja Negara; c) Surplus/
defisit anggaran; dan d) 
Pembiayaan Anggaran. 
Perubahan pada kebijakan 
belanja pemerintah pusat 
difokuskan pada belanja 
kesehatan, jaring pengaman 
sosial dan pemulihan 
perekonomian.

Postur Belanja K/L

Berdasarkan Perpres No. 54/2020, terdapat 85 Kementerian/lembaga 
yang mengalami pengurangan anggaran, dengan rata-rata pengurangan 
sebesar 14 persen. Sementara 3 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan 
penambahan alokasi anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sebesar 94,8 persen, Kementerian Kesehatan mendapatkan 
penambahan anggaran sebesar 33,4 persen dan Bendahara Umum 
Negara BA 999 mendapatkan penambahan anggaran sebesar 31,1 persen. 
Penambahan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menangani 
krisis pandemi yang terjadi saat ini. Meskipun demikian, peruntukan belanja 
tersebut masih belum disajikan perinciannya oleh pemerintah.
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Dalam Perpu No. 1/2020, diatur 
penambahan belanja dan 
pembiayaan APBN Tahun 2020 
untuk penanganan COVID-19 
sebesar Rp405,1 triliun. Total 
anggaran tersebut akan dialokasikan 
Rp75 triliun untuk belanja bidang 
kesehatan, Rp110 triliun untuk 
perlindungan sosial, Rp70,1 triliun 
untuk insentif perpajakan dan 
stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan 
Rp150 triliun untuk pembiayaan 
program pemulihan ekonomi 
nasional, termasuk restrukturisasi 
kredit serta penjaminan dan 

pembiayaan dunia usaha, khususnya 
terutama usaha mikro, usaha kecil, 
dan usaha menengah.

Kebijakan yang dikritisi dalam 
analisis ini adalah kebijakan yang 
menyangkut belanja pemerintah 
pusat. Langkah ini perlu diapresiasi, 
namun hadirnya langkah ini perlu 
dikaji potensi dampaknya. Selain 
itu, perlu dikaji pula langkah-
langkah yang perlu dilakukan agar 
penambahan anggaran tersebut 
tetap berada dalam tataran 
ekonomis, efektif dan efisien.

Belanja Sektor 
Kesehatan

Sebesar Rp75 triliun 
anggaran ini akan digunakan 
untuk perlindungan tenaga 
kesehatan, terutama 
pembelian alat pelindung diri 
(APD), pembelian alat-alat 
kesehatan yang dibutuhkan 
seperti test kit, reagen, 
ventilator, hand sanitizer, 
dan sebagainya sesuai 
standar yang ditetapkan 
Kementerian Kesehatan, 
upgrade 132 rumah sakit 
rujukan bagi penanganan 
pasien Covid-19, termasuk 
wisma atlet, insentif bagi 
tenaga medis sebesar Rp 
15 juta setiap bulan untuk 
dokter spesialis, dokter 
umum Rp 10 juta/bulan. 
perawat 7,5 juta/bulan, dan 
tenaga kesehatan lainnya Rp 
5 juta/bulan, dan santunan 
kematian kepada keluarga 
tenaga medis sebesar Rp 
300 juta.

Dalam Perpres No. 54/2020, 
Kementerian Kesehatan 
hanya mendapatkan 
tambahan alokasi anggaran 
sebesar Rp19,1 triliun (atau 
naik sebesar 33,4 persen 
dari pagu APBN), sementara 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan mendapatkan 
tambahan alokasi sebesar 
Rp34,4 triliun (atau naik 
sebesar 94,8 persen 
dari pagu APBN). Dalam 
penanganan Covid-19, 
seharusnya sektor kesehatan 
menjadi prioritas utama 
dibandingkan sektor lain.

Kebijakan Belanja dalam 
Penanganan Covid-19 

Kredit Usaha Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian (Kemenko 
Perekonomian) resmi mengeluarkan 
kebijakan relaksasi pembayaran bunga 
dan penundaan pokok angsuran Kredit 
Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini 
dikeluarkan merespons banyak sektor 
usaha yang terkena dampak Covid-19 
paling lama 6 bulan. Pembebasan 
pembayaran bunga dan penundaan 
pembayaran pokok KUR tersebut juga 
akan diikuti relaksasi ketentuan KUR 
dengan memberikan perpanjangan 
jangka waktu dan tambahan plafon. 
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 
April 2020. 

Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 
11/POJK.03/2020, yang antara lain 
mencantumkan bahwa restrukturisasi 
kredit atau pembiayaan dilakukan 
terhadap kredit atau pembiayaan yang 
diberikan sebelum maupun setelah 
debitur terkena dampak penyebaran 
Covid-19, termasuk debitur UMKM.

Debitur KUR eksisting yang terkena 
dampak Covid-19 akan diberikan 
relaksasi ketentuan restrukturisasi 
KUR dengan kebijakan perpanjangan 
jangka waktu KUR, dan/atau kebijakan 
penambahan limit plafon KUR 
(khususnya bagi debitur KUR Kecil 
dan KUR Mikro non Produksi). 

Sementara, untuk calon debitur 
KUR yang baru, diberikan relaksasi 
pemenuhan persyaratan administratif 
pengajuan KUR, seperti Izin 
Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), dan dokumen agunan 
tambahan. Semua dokumen tersebut 
ditangguhkan sementara sampai 
kondisi memungkinkan. Calon debitur 
pun dapat mengakses KUR secara 
online.

Penerapan kebijakan yang mendukung 
stimulus pertumbuhan ekonomi 
untuk debitur yang terkena dampak 
penyebaran Covid-19 termasuk 
debitur usaha mikro, kecil, dan 
menengah berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Maret 2021.
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Penambahan anggaran jaring 
pengaman sosial akan diprioritaskan 
untuk keluarga penerima manfaat 
Program Keluarga Harapan (PKH) 
yang naik dari 9,2 juta keluarga 
menjadi 10 juta keluarga penerima 
manfaat (KPM). Juga akan dipakai 
untuk Kartu Sembako yang 
dinaikkan dari 15,2 juta orang 
menjadi 20 juta penerima. Anggaran 
perlindungan sosial juga akan 
dipakai untuk Kartu Pra Kerja yang 
dinaikkan anggarannya dari Rp10 
triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa 
meng-cover sekitar 5,6 juta orang 
yang terkena PHK, pekerja informal, 
pelaku usaha mikro dan kecil. Juga 
akan dipakai untuk pembebasan 
biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta 
pelanggan listrik 450 VA dan diskon 
50 persen untuk 7 juta pelanggan 
900 VA. Termasuk didalamnya juga 
untuk dukungan logistik sembako 
dan kebutuhan pokok, yaitu Rp25 
triliun. Ketentuan masing-masing 
program dalam APBN 2020 dapat 
menjadi perbandingan dengan 
kondisi saat ini.

Program Keluarga 
Harapan (PKH)

Sebelumnya dalam APBN 2020 
kebijakan untuk PKH adalah sebagai 
berikut: 

 › Sasaran PKH adalah 10 juta 
KPM sejak tahun 2018 diikuti 
dengan peningkatan manfaat 
pada tahun 2019.

 › Sasaran (dan besaran indeks) 
PKH adalah keluarga pra 
sejahtera yang memiliki:  a) 
komponen kesehatan dengan 
kategori ibu hamil (Rp3jt) 
dan anak usia dini (Rp3jt), b) 
komponen pendidikan dengan 

kategori keluarga yang memiliki 
anak sekolah SD(Rp900rb), 
SMP (Rp1,5jt) dan SMA atau 
sederajat (Rp2jt), dan c) 
komponen kesejahteraan sosial 
dengan kategori keluarga yang 
memiliki penyandang disabilitas 
berat (Rp2,4jt) dan lanjut usia 
diutamakan di atas 70 tahun 
(Rp2,4jt).

 › Bantuan Minimum Per KPM 
sebesar Rp900rb, dan bantuan 
maksimum sebesar Rp10,8jt.

Sedangkan kebijakan jaring 
pengaman sosial dalam penanganan 
dampak pandemi menyatakan 
bahwa PKH akan diberikan 
kepada 10 juta KPM dari jumlah 
(sebelumnya 9,2 juta keluarga), yang 
bantuannya dinaikkan 25 persen 
dalam setahun. hal ini berarti jumlah 
sasaran konsisten dan terdapat 
peningkatan besaran bantuan 
sebanyak 25 persen, sehingga 
besaran Bantuan Minimum Per KPM 
sebesar Rp1,125jt, dan bantuan 
maksimum sebesar Rp13,5jt.

Hal yang perlu diperhatikan dalam 
program ini adalah keakuratan 
data KPM. Hingga kini efektivitas 
program ini selalu dibayangi oleh 
tidak akurat basis data penerima 
manfaat, Di tengah krisis pandemi 
ini, terdapat resiko makin besarnya 
kondisi tidak akurat ini, mengingat 
banyak penduduk Indonesia yang 
terdampak oleh krisis, dengan 
makin banyaknya kasus PHK dan 
lesunya dunia usaha terutama 
usaha kecil dan menengah yang 
menopang ekonomi rakyat miskin. 
Pemerintah daerah perlu bergerak 
cepat untuk mengidentifikasi KPM 
baru dan memastikan bantuan tidak 
jatuh pada pihak yang tidak layak 
menerima.

Pembebasan Biaya Listrik, 
Dukungan Logistik dan 
Insentif Perumahan

Demi meringankan beban dan 
menjaga kestabilan daya beli 
masyarakat, dalam menghadapi 
pandemi Covid-19 pemerintah 
membebaskan biaya listrik 3 bulan 
untuk 24 juta pelanggan listrik 450 
VA dan diskon 50 persen untuk 7 
juta pelanggan 900 VA. Awalnya, 
penerapan subsidi listrik tepat 
sasaran untuk golongan rumah 
tangga hanya diberikan untuk 
masyarakat miskin dan rentan, 
yaitu pelanggan dengan daya 450 
VA dan 900 VA yang tidak mampu 
sesuai dengan Data Terpadu 
Program Penanganan Fakir Miskin 
(DTPPFM). 

Selain pembebasan biaya listrik, 
pemerintah juga memberikan 
subsidi bunga perumahan untuk 40 
persen masyarakat miskin berupa 
tambahan insentif perumahan bagi 
pembangunan perumahan MBR 
hingga Rp175rb serta memberikan 
dukungan logistik sembako dan 
kebutuhan pokok, yaitu Rp25 triliun.

Kebijakan pembebasan biaya ini 
akan menambah beban APBN 
guna membayar beban listrik yang 
terpakai selama 3 bulan penerapan 
pembebasan biaya listrik dan diskon 
tersebut; pembayaran insentif 
serta dukungan logistik sembako 
dan kebutuhan pokok. Meskipun 
demikian, penambahan beban APBN 
ini dirasa perlu demi menanggulangi 
keresahan warga akibat krisis 
pandemi global ini.

Kebijakan Belanja dalam Penanganan Covid-19 - 
Jaring Pengaman Sosial
Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah 
Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari anggaran itu Rp110 triliun digunakan untuk jaring 
pengaman sosial.
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Seperti disampaikan sebelumnya, 
anggaran jaring pengaman sosial 
juga akan dipakai untuk Kartu 
Sembako yang dinaikkan dari 15,2 
juta orang menjadi 20 juta penerima 
dan Kartu Pra Kerja yang dinaikkan 
anggarannya dari Rp10 triliun 
menjadi Rp20 triliun untuk bisa 
meng-cover sekitar 5,6 juta orang 
yang terkena PHK, pekerja informal, 
pelaku usaha mikro dan kecil. 
Ketentuan masing-masing program 
dalam APBN 2020 dapat menjadi 
perbandingan dengan kondisi saat 
ini.

Kartu Sembako

Dalam APBN 2020, kebijakan kartu 
sembako adalah sebagai berikut:

 › Sasaran penerima adalah 15,6 
juta KPM dengan alokasi sebesar 
Rp28.080,0 miliar.

 › Nilai bantuan per bulan sebesar 
Rp150.000 dengan komoditas 
berupa beras dan/atau telur serta 
ditambah bahan pangan dengan 
kandungan gizi lainnya.

 › Kartu Sembako melalui 
instrumen pembayaran yang 
memiliki fitur uang elektronik dan 
tabungan yang dapat digunakan 
sebagai media penyaluran 
bantuan sosial.

Kartu sembako sebagai bagian dari  
kebijakan jaring pengaman sosial 
dinaikkan jumlah penerimanya dari 
15,2 juta menjadi 20 juta penerima, 
dengan manfaat sebesar Rp200.000 
selama 6 bulan hingga Agustus. Atau 
naik sekitar 33 persen. Hal ini berarti 
terjadi peningkatan jumlah penerima 
untuk mengakomodir dampak krisis 
pandemi global, dan peningkatan 
besaran bantuan yang dapat 
membantu meningkatkan kekebalan 
tubuh dalam menghadapi wabah 
penyakit dan sekaligus mengurangi 
kondisi stunting yang menjadi 
tantangan pembangunan saat ini.

Program ini memiliki permasalahan 
yang sama dengan PKH, dimana 
keakuratan data menjadi tantangan 
pelaksanaan. Penerima tambahan 
perlu diprioritaskan untuk masuk 
dalam basis data penerima segera, 
dan juga perlu dipastikan akurasinya. 
Pemerintah daerah perlu bergerak 
cepat untuk mengidentifikasi 
penerima tambahan ini.

Selain itu, kesiapan jumlah bahan 
pokok juga perlu diwaspadai, 
hingga kini belum dapat diprediksi 
dampak pandemi global ini terhadap 
dunia pertanian Indonesia serta 
dampaknya terhadap pasokan 
pangan ke depan. Penambahan 
penerima manfaat program 
tentunya akan menambah jumlah 
bahan pangan yang dibagikan. 
Bulog selaku penyalur beras 
dalam program Kartu Sembako 
(dulu BPNT, Rastra, Raskin) 
memiliki kinerja yang tidak optimal 
dalam memenuhi pasokan beras. 
Kemensos memberikan keleluasaan 
bagi penyalur bahan pangan untuk 
menerima pasokan dari vendor 
lain selain Bulog di tahun 2020 
ini, namun dengan adanya krisis 
pandemi ini, dampak penurunan 
produksi pertanian hampir pasti 
dapat terjadi karena produksi tidak 
berjalan optimal dengan adanya 
kebijakan “social distancing” yang 
diterapkan. Meskipun usaha atau 
industri yang mendukung kestabilan 
kesediaan pangan dan obat-obatan 
tetap berjalan, namun operasinya 
tidak 100 persen optimal.

Kartu Pra Kerja

Kebijakan Kartu Prakerja dalam 
APBN 2020 adalah sebagai berikut:

 › Kartu Pra Kerja diberikan 
kepada 2 juta penerima manfaat. 
Mekanisme penyaluran Kartu 

Prakerja akan dilaksanakan 
dalam dua bentuk: 1) Kartu Pra 
Kerja akses Reguler, dengan 
target sasaran sebanyak 500 ribu 
orang; 2) Kartu Pra Kerja akses 
digital dengan target sasaran 
1,5 juta orang utamanya untuk 
kelompok usia muda.

 › Pemerintah mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp10 triliun. 

 › Penyaluran dana Kartu Prakerja 
digunakan untuk melakukan 
pembayaran: biaya pelatihan (+/- 
Rp3-7jt); insentif biaya mencari 
kerja (+/- Rp650rb hingga Rp1jt 
per bulan semalam 4 bulan); dan 
insentif pengisian survei evaluasi 
(Rp15rb, setelah mengisi survei 
evaluasi). 

 › Pendaftaran Kartu Pra Kerja 
dilakukan secara online di 
laman Prakerja.go.id yang 
baru bisa dibuka pada April 
2020 nanti. Peserta Kartu Pra 
Kerja merupakan penduduk 
Indonesia berusia minimal 
18 tahun dan tidak sedang 
mengikuti pendidikan formal yang 
melakukan pendaftaran secara 
kolektif di Disnaker oleh petugas 
pengantar kerja.

Dengan adanya jaring pengaman 
sosial ini, maka Kartu Pra Kerja  
dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi 
Rp20 triliun untuk bisa mengcover 
sekitar 5,6 juta pekerja informal, 
pelaku usaha mikro dan kecil. 
Selama masa pandemi peserta 
akan mendapatkan ongkos untuk 
mencari kerja hingga Rp1jt per bulan 
selama 4 bulan. Normalnya program 
ini memberikan ongkos sebesar 
Rp650rb. Hal ini berarti, pemerintah 
melonggarkan ketentuan penerima 
Kartu Pra Kerja yang awalnya sudah 
longgar. Hal ini dilakukan dengan 
memberikan kesempatan bagi 
pelaku usaha mikro dan kecil yang 
terkena dampak corona untuk ikut 
mendaftar sebagai peserta program. 
Selain itu Kemenkeu menyampaikan 
agar penyalurannya dipercepat.

Kebijakan Belanja dalam Penanganan Covid-19 - 
Jaring Pengaman Sosial, lanjutan...
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Rekomendasi
Demi menjalankan beberapa 
kebijakan tersebut koordinasi 
pemerintahan perlu diperkuat. 
Hubungan antara pemerintah 
pusat, kementerian/lembaga, 
serta pemerintah daerah 
menjadi prioritas demi 
meredam dampak pandemi 
global ini terhadap ekonomi. 
Pemberian bantuan bagi rakyat 
miskin apapun bentuknya 
perlu mengedepankan 
akurasi data. Ketersediaan 
data yang akurat menjadi 
poin penting keberhasilan 
program. Hingga kini inclusion 
dan exclusion error selalu 
muncul dalam pelaksanaan 
penyaluran program seperti 
PKH, Kartu Sembako, 
bahkan subsidi listrik. Dengan 
hadirnya pandemi ini, terlihat 
pemerintah pusat & daerah 
mulai bergerak dalam 
memonitor masyarakat yang 
terganggu kesehatannya 
akibat penularan Covid-19. 
Penggunaan teknologi menjadi 
penting dalam monitoring 
tersebut. Hal ini perlu dijadikan 
era awal penggunaan teknologi 
dalam berbagai aspek 
pemerintahan, khususnya 
dalam pembaharuan data. 
Meskipun demikian, masih 
banyak wilayah di Indonesia 
yang tidak terjangkau jaringan 
internet. Hal ini berarti 
pembangunan infrastruktur 
tidak boleh berhenti bahkan 
perlu dipercepat.

Catatan untuk Kartu Pra Kerja sebagai 
jaring pengaman sosial

Dalam kebijakan percepatan penyaluran Kartu Pra Kerja sebenarnya memang 
direncanakan dimulai dibuka April 2020. Hingga kini, mekanisme baru program 
ini belum disampaikan lebih lanjut. Namun, melihat kondisi yang berkembang 
sekarang ini, dimana banyak industri mulai melakukan pemutusan hubungan 
kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19, maka terdapat resiko membengkaknya 
peserta program. PHK terjadi karena beberapa hal diantaranya: pertama, 
ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis, khususnya 
dari China dan negara yang terpapar corona; kedua mengenai melemahnya 
rupiah terhadap dollar AS; ketiga, menurunnya kunjungan wisatawan ke destinasi 
pariwisata; dan terakhir anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan. 
Kondisi ini tidak hanya menjadi pukulan bagi pekerja, namun juga pengusaha. 
Banyak usaha yang tutup dan tidak lagi mampu membayar gaji pegawainya. Jika 
hal ini hanya ditangkal oleh penyediaan Kartu Pra Kerja yang pelaksanaannya 
melalui daftar online dan dengan pelaksanaan pelatihan yang terbatas, sangat 
dimungkinkan kondisi membengkaknya jumlah pengangguran tidak akan teratasi 
dengan cepat.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menyatakan bahwa pada akhir Maret, 
dampak pandemi virus corona pada pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 
pengangguran global antara 5,3 juta dan 24,7 juta orang. Menyikapi hal ini, 
Indonesia perlu langkah cepat untuk mencegah agar industri tidak terburu-buru 
mengambil keputusan PHK, selain penerapan Kartu Pra Kerja. Pemberian 
insentif bagi industri, memberi kemudahan impor, bahkan langkah drastis 
membangun industri pangan dan obat-obatan berbahan baku lokal perlu 
didorong dari sekarang.
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